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ADMINISTRASI. Badan Restorasi Gambut dan
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120 TAHUN 2020
TENTANG

BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Badan Restorasi Gambut yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016
telah  melaksanakan tugasnya dalam  rangka
percepatan restorasi gambut akibat kebakaran hutan
dan lahan pada tahun 2015 dengan target yang telah
ditetapkan untuk diselesaikan;

bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan
pengembangan pencegahan kebakaran hutan dan
lahan secara permanen di antaranya dengan kegiatan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan di areal gambut sehingga masih diperlukan
percepatan restorasi gambut melalui Badan Restorasi
Gambut;

bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan
pemulihan mangrove di kawasan ekosistem mangrove
yang terdegradasi atau kritis melalui percepatan
pelaksanaan rehabilitasi mangrove oleh Badan

Restorasi Gambut;
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Mengingat

—_

bahwa  dalam  rangka  efektivitas  percepatan
penyelesaian target restorasi gambut dan percepatan
pelaksanaan rehabilitasi mangrove perlu melakukan
perubahan nomenklatur, tugas, fungsi, target, dan
jangka waktu pelaksanaan tugas pada Badan
Restorasi Gambut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5039) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6518);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 209);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN RESTORASI
GAMBUT DAN MANGROVE.
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah
lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk

selanjutnya disebut BRGM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BRGM mempunyai tugas:

a. memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi
gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di
Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan,
dan Provinsi Papua; dan

b. melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove
pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan
Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan  percepatan  rehabilitasi mangrove

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dengan arahan kebijakan, teknis, dan

dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan serta kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan

perikanan.
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Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, BRGM menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

(1)

(2)

pelaksanaan restorasi gambut;

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
penyelenggaraan restorasi gambut;

pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan
infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan
segala kelengkapannya,;

pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat
dalam rangka restorasi gambut;

pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di
lahan gambut;

pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di
dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan di
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur,
Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan
Provinsi Papua Barat;

pemberian dukungan administrasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam  menyelenggarakan  tugas dan  fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dan Pasal 3, BRGM wajib menyusun rencana dan
pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka
waktu 4 (empat) tahun seluas kurang lebih 1.200.000
(satu juta dua ratus ribu) hektar.

Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
areal yang harus diselesaikan per tahun ditetapkan
sebagai berikut:

a. tahun 2021 sebesar 25% (dua puluh lima persen);

b. tahun 2022 sebesar 30% (tiga puluh persen);



